
         
 

BUPATI LAMPUNG TIMUR 

PROVINSI LAMPUNG 

 
PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR 

NOMOR   27  TAHUN 2025 

 
TENTANG 

 

ANALISIS STANDAR BELANJA  

TAHUN ANGGARAN 2026 
 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI LAMPUNG TIMUR, 

 
 

Menimbang : a. bahwa  berdasarkan  Pasal  51  ayat  (5)   Peraturan 

Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati 

tentang Analisis Standar Belanja Tahun Anggaran 2026; 

b. bahwa berdasarkan Pasal 3 huruf e Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman 
Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Perkada yang 

mengatur mengenai analisa standar belanja ditetapkan 

paling lama tahun 2022; 

c. bahwa   berdasarkan   pertimbangan   sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu 

menetapkan  Peraturan Bupati Lampung Timur tentang 
Analisis Standar Belanja Pemerintah Kabupaten Lampung 

Timur Tahun Anggaran 2026; 

Mengingat : 1. 

 
 

 

 
 

 

2. 
 

 

 
 

 

3. 

 
 

 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang 

Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, 
Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan 

Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);  

 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4286); 



4. 

 
 

 

 

 
 

 

 
5. 

 

 
 

 

6. 
 

 

 

 
7. 

 

 
 

 

 
 

 

 
8. 

 

 

 
 

 

9. 
 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 06 Tahun 2023 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

 
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019  tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

1781); 

 
Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 18 

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah Kabupaten Lampug Timur (Lembaran 
Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016 Nomor 

18) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur 
Nomor 07 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten 

Lampung Timur Tahun 2021 Nomor 07); 

 
Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 01 

Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 

2022 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Lampung Timur Nomor 01); 

 

Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 46 Tahun 2022 
tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan 

Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lampung Timur 

Tahun 2022 Nomor 46). 
 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ANALISIS STANDAR 

BELANJA TAHUN ANGGARAN 2026 

 
  

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

1. Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang 

mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang 
mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan 



kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa 

sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam system 

Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

2. Pemerintah  daerah  adalah  Bupati  sebagai  unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah  yang  memimpin 

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Lampung Timur. 

4. Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah,  yang 
selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan 

tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui 

bersama  oleh  Pemerintah  Daerah  dan  DPRD,  dan 

ditetapkan dengan peraturan daerah. 

5. Perangkat Daerah Kabupaten yang selanjutnya disingkat 

PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan 

Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah 

Kabupaten. 

6. Pejabat  Pengelola  Keuangan  Daerah  yang  selanjutnya 
disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola 

keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan 

pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara 

Umum Daerah. 

7. Tim  Anggaran  Pemerintah  Daerah  yang  selanjutnya 

disingkat TAPD  adalah  tim  yang  dibentuk  dengan 
Keputusan Bupati yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah 

yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan 

kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD yang 
anggotanya terdiri pejabat  perencana  daerah,  pejabat 

pengelola keuangan daerah dan pejabat lainnya sesuai 

kebutuhan. 

8. Rencana  Kerja  Pemerintah  Daerah  yang  selanjutnya 
disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah 

untuk periode 1 (satu) tahun. 

9. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya 
disingkat  RKA-SKPD  adalah  dokumen  yang  memuat 

rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen 

yang memuat rencana pendapatan, belanja dan 
pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara 

umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan 

rancangan APBD. 

10. Kebijakan  Umum  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  

Daerah yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen 

yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan 
pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk 



periode 1  (satu) tahun. 

11. Prioritas dan Plafon Anggaran  Sementara yang 
selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program 

prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang 

diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai 

acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran 

SKPD. 

12. Dokumen Pelaksanaan  Anggaran  SKPD  yang  

selanjutnya  disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang 
memuat pendapatan dan belanja SKPD atau  dokumen 

yang memuat pendapatan,  belanja,  dan pembiayaan 

SKPD bagi SKPD atau SKPD yang mempunyai  Unit 
Pelayanan Teknis Daerah  yang  menerapkan Badan  

Layanan  Umum  Daerah,  yang digunakan sebagai dasar 

pelaksanaan  anggaran  oleh pengguna anggaran. 

13. Dokumen Pelaksanaan  Perubahan Anggaran  SKPD  yang 

selanjutnya disingkat  DPPA-SKPD adalah dokumen yang 

memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen 

yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan  SKPD  
bagi  SKPD  atau  SKPD  yang  mempunyai  Unit 

Pelayanan Teknis Daerah yang menerapkan  Badan 

Layanan  Umum Daerah,  yang  digunakan  sebagai  dasar  
pelaksanaan  perubahan anggaran oleh pengguna 

anggaran. 

14. Analisis  Standar  Belanja  yang  selanjutnya  disingkat  
ASB  adalah penilaian kewajaran atas beban kerja dan 

biaya yang digunakan untuk melaksanakan  suatu  

kegiatan yang dilaksanakan  oleh  Satuan Kerja Perangkat 

Daerah. 

15. Kinerja adalah Keluaran/Hasil dari Program/Kegiatan 

yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan 

penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang 

terukur. 

16. Program adalah bentuk instrumen penjabaran kebijakan 

yang berisi 1 (satu)  atau  lebih  kegiatan  yang  
dilaksanakan  oleh  Satuan  Kerja Perangkat  Daerah  atau  

masyarakat  yang  dikoordinasikan  oleh Pemerintah 

Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan 

pembangunan daerah. 

17. Kegiatan adalah  bagian dari program yang dilaksanakan  

oleh  l (satu) atau beberapa Satuan Kerja Perangkat 
Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran  terukur  

pada  suatu  program dan  terdiri  dari sekumpulan  

tindakan  pengerahan  sumber  daya baik  yang  berupa 
sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan 

dan teknologi, dana,  atau kombinasi dari beberapa atau 

semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan 

(input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam 



bentuk barang/jasa. 

18. Sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu 
program atau keluaran yang diharapkan dari suatu 

kegiatan. 

19. Masukan   (input)   adalah  segala  sesuatu  yang  

dibutuhkan  agar pelaksanaan kegiatan dan program 
dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan keluaran 

( output). 

20. Keluaran (output) adalah barang dan jasa yang dihasilkan 
oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung 

pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan. 

21. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan 
berfungsinya keluaran (output) dari kegiatan-kegiatan 

dalam 1  (satu) program. 

22. Unit SKPD adalah bagian dari SKPD yang melaksanakan 1  

(satu) atau beberapa program. 

  

 BAB II 

MAKSUD DAN TUJUAN 

Maksud 

Pasal 2 

 Maksud ditetapkannya ASB sebagai standar yang digunakan 

untuk menganalisis kewajaran beban kerja atau biaya yang akan 

dilaksanakan oleh perangkat daerah dalam satu tahun 
anggaran. 

Tujuan 

Pasal 3 

Tujuan ASB untuk menjadi pedoman bagi perangkat daerah 

dalam menyusun dokumen rencana kerja dan anggaran 

perangkat daerah sehingga meningkatkan efektifitas dan 
efisiensi pengeluaran perangkat daerah. 

  

 BAB III 

ANALISIS STANDAR BELANJA 

Pasal 4 

 (1) ASB terdiri atas : 

a. Fisik; dan  



b. Non Fisik.  

(2) Aktivitas ASB, Komponen Aktivitas, Rincian Komponen, 
Volume dan Unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dapat dikurangi akan tetapi tidak dapat ditambah.  

(3) ASB Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, 

tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.  

(4) ASB Non Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 

b, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.  

  

 

 Pasal 5 

 (1) SKPD menyusun perencanaan penganggaran berpedoman 

pada Peraturan Bupati ini, kecuali diatur lain oleh 

peraturan perundang-undangan. 

(2) Dalam hal kegiatan suatu program yang akan 

dilaksanakan oleh SKPD belum terakomodir dalam 

peraturan ini, penyusunan penganggaran menyesuaikan 
kebutuhan riil, ketentuan besaran total belanja, dan 

ketentuan alokasi rincian objek belanja kegiatan 

berdasarkan usulan Kepala SKPD secara tertulis dengan 
disertai Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang 

menyatakan bahwa standar belanja tersebut sudah 

dilakukan perhitungan oleh SKPD dengan 
memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas, kepatutan 

dan kewajaran sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan setelah dicermati oleh Tim 

Anggaran Pemerintah Kabupaten Lampung Timur; 

 BAB IV 

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN 

Pasal 6 

 (1) Pengendalian terhadap pelaksanaan ASB dalam penyusunan 

perencanaan SKPD dilaksanakan oleh Kepala SKPD. 

(2) Pengawasan terhadap pelaksanaan ASB dalam penyusunan 
perencanaan SKPD dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang 

menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang 

pengawasan internal dan aparat pengawas internal 

Pemerintah Kabupaten Lampung Timur. 

  



 BAB V 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 7 

 Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan 

Bupati Lampung Timur Nomor 19 Tahun 2024 tentang Analisis 

Standar Belanja Pemerintah Kabupaten Lampung Timur Tahun 
Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Lampung Timur 

Tahun 2024 Nomor 18) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 8 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Timur. 

 

 
 

 

 

 
 

 Ditetapkan di Sukadana 

pada tanggal   8  September 2025 
 

BUPATI LAMPUNG TIMUR, 

 

                ttd 
 

  ELA SITI NURYAMAH 

 
Diundangkan di Sukadana 

pada tanggal   9   September 2025 

       SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR, 

 

                     ttd 
 

          RUSTAM EFFENDI 

 

 

  

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2025 NOMOR   

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2025 NOMOR 74 

 
Salinan sesuai dengan Aslinya : 

KEPALA BAGIAN HUKUM 

 

 

ttd 

 

MEIDIA ULFAH, S.H., M.M. 

Pembina Tk. I 

NIP. 19780516 200312 2 006 

 


